
        

    
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

      PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR : 51 TAHUN  2022 

 
TENTANG 

 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a, 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam 
menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi 

pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan; 
b. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, 

kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan 

Jabatan Pengawas, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huuruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator 

dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang;  

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

SALINAN 



Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6757); 

 
 
 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 
diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1907); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 

15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH.                        

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
2. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
 

 
 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil  dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada Instansi Pemerintah. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat senagai pegawai 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi 

Negara. 
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi Negara. 
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

9. Jabatan Administrator adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara 
dengan jabatan struktural eselon III. 

10. Jabatan Pengawas adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara 

dengan jabatan struktural eselon IV. 
11. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 
jabatan. 

12. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi, pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara 
dalam melaksanakan tugas jabatan. 

13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk 
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan 

pengelaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, 
suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, 
emosi dan perinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan 

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  
 

Pasal 2 
 

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah : 
a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan; 
b. sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan usul dan/atau penetapan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan; 
c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier 

PNS; dan 
d. sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi Pejabat 

Struktural dan calon pengembangan jabatan. 
 

Pasal 3 

 



Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah : 
a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 
 
 

 
b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan 

standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; 
c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural dengan kompetensi 

Pejabat Struktural atau calon pengembang Jabatan Struktural sehingga tercipta 
Pejabat Struktural yang profesional; dan 

d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.   

 
BAB III 

STANDAR KOMPETENSI 
 

Pasal 4 
 

Standar Kompetensi Manajerial dan sosial kultural jabatan pimpinan tinggi 

pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

 
 Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal, 7 September 2022   

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

  
                      ttd 

   
 
            DOLLAH MANDO 

  
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal, 7 September 2022   
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,  
   

                 ttd 
 

 
               BASRA  
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 
NOMOR 51 
Salinan sesuai dengan aslinya 

       Sekretariat Daerah Kabupaten 
           Kepala Bagian Hukum  

 
 A  KAIMAL,SH 



 
 
  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


